BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah

dilaksanakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Varians
Belanja Daerah selama tahun 2013-2015, secara umum dapat dikatakan
baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi belanja
provinsi NTT sebesar 93,44%.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari
Pertumbuhan Belanja Daerah selama tahun 2013-2015, secara umum
menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan
rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 16,10%.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Keserasian
Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja
daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sebagian kecil
dialokasikan untuk belanja langsung. Selama tahun 2013-2015 rata-rata
belanja langsung sebesar 35,3% sedang belanja tidak langsung sebesar
64,7%. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi keserasian antar
belanja.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Efisiensi

Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi NTT
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6.2.

tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah provinsi NTT telah melakukan efisiensi belanja.

Oleh karena itu, hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara

umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi

keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan
keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Provinsi NTT
Pemerintah provinsi NTT perlu mengalokasikan anggaran belanja
langsung lebih besar daripada anggaran belanja tidak langsung supaya
terjadi keserasian antar belanja.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2015. Diharapkan
penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih
akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Belanja pemerintah

provinsi NTT.
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